SALINAN

MENTERI DALAM NEGEFEI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 202C
TENTANG

PENGUKURAN INDEKS PENGELCLAAN KXUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA =SA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIX INDONESIA,

bahwa untuk menilai kualitas kinerja tata kelcla
keuangan daerah, perlu dilaxukan pengukuran ndexs
pengelolaan keuangan daerak;

bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan per-hinaan
terhadap pengelolaan keuangan daerah bagi pemerintah
daerah provinsi dan gubernur sebagai wzakil pemerintah
pusat bagi pemerintah daerah kabupaten/kota;

bahwa berdasarkan persimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapxan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentarg Penguckuran

Indeks Pengelolaan Keuangar: Daerah;

Pasal 17 ayat (3) Uncang-Undang Dasar Negara Reputlik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3¢ Tahun 2008 rtentang
Kementerian Negara (Lemparan Negara Repuzlik
Indonesia Tahun 20C8 Nomor 166, Tambahan Ler:baran
Negara Republik Indcnesia Nomor 4S16);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuzlik

Indonesia Tahun 20_4 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Menetapkan

.

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telan beberapa kali diubah. terakhir dengen Urdang-
Uncang Nomor 9 Tahun 201Z tentang Perubahan Xedua
atas Undang-Uncang Nomor 23 Tahun 2014 -enteng
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repukblik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembkaran
Negara Republik Indenesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 zentang
Pemrbinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembkaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 -entang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lem-baran Negara Republik Irdonesia Nomor €322 ;
Peraturan Presiden Nomor 21 Tshun 2015 =zentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Repukblik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12};

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  TENTANG
PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAZRAH.

BAB 1
KZTENTUAN JMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Indeks Pzngelolaan Keuangar Daerah yang selanutrya
disingkat IPKD adalah satuan ukuran yang d:itetapxzn
berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk
menilai xualitas kinerja tataz kelola keuangar caerzh
yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam
periode tertentu.

Dimensi Indeks Pengelolaan Keuangan Deeraz vang

selanjutnya disebut Dimensi IPKD adalah suatu zesarzn
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11.
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yang terdiri dari indikator-incikator pengukuran indeks
pengelolean keuangan daerah.
Pengelolaan Keuangan Daerah acalah keseluruhan

kegiatan yang meliputi perencanaan, pengenggaran,

pelaksanaan, penatausahaar, pzlaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
peryelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeren yang
selenjuzrya  disingkat RPJMD adalah doxumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah selazjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah vang
selanjuzrya  disingkat  RKPD adalah dogKuImen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belan a
Daerah yang selanjutnya disirgkat KUA adalah dokumen
yang mermuat kebijakan bidang pendapatan, belan’a, dan
pembiayzan serta asumsi yang mendasarinya untuk
periode 1 (satu) tanun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara vang
selanjutrzya disingkat PPAS acalah program prioritas dan
patckan batas maksimal anggaran yang dicerikan
kepada Ferangkat Daerah untuk setiap program sebagai
acuan delam penyusunan rencana kerja dan anggaran
Perangkat Daerah.

Anggarar Pendapatan Belanje Daerah yang selazjutnya
diSingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Laporan Keuangan Pemerintan Daerah yang selazjatnya
disingkat LKPD adalah bentuk pertanggungjawaban
pengeiolean keuangan daeral selaku entitas peiaporan
selama satu pericde pelaporan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
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adalah laporan pemeriksaar atas LKPD untuk teshun
pelaporan.

Menteri adalah menrteri yang menyelenggarakan urisan
pemerintahan dalam negeri.

Badan Penelitian dar: Pengembangan Kementeriar Dalem
Negeri yang selarjutnya disebut Badan L:tharg
Kemendagri adalah satuan unit kerja Kementerian
Dalam Negeri yang memiliki tugas melaksanakan
penelitian dan pengembangan di bidang pemer:ntahan

dalam negeri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a.

mengukur kinerja tata kelc.z keuangan daerah yang
efektif, eisien, transparan dan akuntabel dalam pericde
tertentu;

memacu dan memotivasi pemerintah provinsi dan
kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja
Pengelolean Keuangan Daerah.

melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi
Pemerintah Daerah gprovinsi, kabupaten, dan kota,
memberigan penghergaan kepada Pemerintah Deerah
yang memiliki IPKD yang berpredikat terbaik secara
nasional; dan

meningxetkan  peran  Aparat Pengawas  Internal
Pemesrintah dalam mewujudkan pengawasan Pengelolaan

Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.

BAB II
KEWENANGAN DAN SUMBER DATA

PENGUKURAN INDEKS PENGELCLAAN KEUANGAN DAZXRAH

Pasal 3
Menteri melalui Kepala Bzadan Litbang Kemendagri
melakuxan pengukuran IFKD orovinsi.
Gubernur sebagail wakil Pemerintah Pusat melalui bacan

penelitian  dan pengembangan dasrah provins: zatau



sebutan laih melakti}{an pengukuran IPKD
kabuapaten/ ‘kota.

Pengukuraﬁ IPKD sebagaimana dimaxsud pada avat (1)
can ayat (2) dilakukan terhadap dokumen perencanaan
pembarguinan daerah, perganggaran, pelaksanaan,
penyerapan anggaran, dan Laporan Hasil Pemeriksaan

atas LKPD 1 (satu) tahun sebe:um tahun berjalan.

Pasal 4

Pekngu_kuran IPKD sebagaimar.a dimaksud dalam “Pasal 3

ayat (1) dilakukan dengan menggunakan data yang

bersumber dari:

a. Dirextorat Jenderal Bina Pembangunan Dezerzh
Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen RFJMD
dan EKPD;

b. Dire<torat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri terkait dokumen XUA-
PPAS dan APBD;

c. Pemerintah Daerah terkait dengan dckumen
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan. dan
LKPD;

c. Sistern Informasi Pemerintahan Daerah;

e. Tim Evaluasi dan Pengewasan Realisasi Anggaran
terkait dengan dokumen dan informasi penyerapan
anggaran; dan

f Badan Pemeriksa Keuargan terkait dokumen dan
informasi opini atas LKPL.

Pengukuran IPKD di kabupaten/kota oleh orevinsi

sebagaimana dimaksud dalan: Pasal 3 ayat (2) dilaxukan

cengan menggunakan data yang bersumber dari:

e. Bappoeda kabupaten/kota terkait dokamen RFJMD
dan RKPD;

b. Badan Pengelola Keuangan Provinsi terkait dokumen
KUA-PPAS, dan APED;

c. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Previnsi
terkait dengan dokumen can informasi op:ni atas

LKPD; dan
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Sistem Informas: Pemiérirzahan Daerah.

Pasal 5

Menteri dalam melakukan pengukuran IPKD orevinsi

sebagaimana dimaksud dzlam Pasal 3 avat (1)

membentuk tim yang susunar: xeanggotaannyza mesliputi:

a.

Penanggung Jawab :

Kemua

Wekil Ketua

Sekretaris

Kelecmpok Kerja,/

Anggota

Kepala Badan Perelitian cen
Pengembangan.

Kepala Pusat Litbang
Pemrbangunan dar Keuangen
Dzerah, Badan Penelitiar: cen
Pengembangan.

Direktur Perercansen
Arnggaran Daerah Direktorat
Jenderal Bina  Keuangan
Daerah.

Kepala Bidang Keuangan

Dzerah.

Direktur perencanasn,
Evaluasi, dan Irfcrmasi
Permrbangunan Deereh

Direktorat  Jenderal B:ina
Pembéngunan Daeran,
Direktur Pelaksanaan cean
Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah Direktorat
Jenderal Bina  Keuangan
Deerah, Kepala Bire Fukum
Sexretariat Jenderal, Dérektur
Evaluasi Kinerja can
Peningkatan Kapasitas
Daerah Direktorat Jenderzal
Otonomi Daerah, dan Fejabat
St-uktural, Fungsional
Peneliti dan/atau Fungsional
La nnya di linglkungan

Kementerian Dalam Negeri
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dan Kementerian/Lembaga

sesuai dengan kebutuher.

Guternur sebaga’ wakil Pemerintah Pusat melakikan

pengukuran IPKD kabupaten/kota sebaga:mana

dimaksud dalam Pasal 3 ayet (2) membentuk tim yang

susunan keanggotaannya meliputi:

a.
b.

M

Penenggung Jawab

Ketua

Wak:l Ketua

Sekretaris

Kelompok Kerja,
Anggota

Sekretaris Daerah Provirsi.
Kepala Badan Penelitian dan
Pengembarnrgan Degereh
Prcvinsi Atau Sebutan La:n.
Pejabat Pengelbla Keuangan
Dzerah.

Sekretaris Badan Penetitian
den Pengembangan Dszereh
Provinsi Atau Sebutan La:n.
Kepala Perangkat Daeran dan
Pejabat Struktural, Fungsional
Peneliti dan/atau Fungsional
Lainnya di lingkungean
Pemerintah Daergh orevinsi
dan/atau lembaga lain sesuai

dengan kebutuhan.

BAB ilI

DIMENSI INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasai 6

IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi:

a.

o

o o o

-

kesesuaian dokumen perencar.aan dar: penganggaren,;

pengalokasian angga-an belan;a dalam APBD;

transparensi pengeloiaan keuangan daerah;

penverapan anggarar;

kondisi keuangan daerah; dan

opini Badan Pemeriksa Keuargan atas LKPD.



Pagul 7

Kesesuaian dokumen perencazasn dan penganggaran

sebagaimana dimaksud dalam Fasal 6 huruf a mencakup

indikator:

a. kesesuaian nomerklatur prog-arm RPJMD dan RKFD;

b. kesesuaian nomerklatur prog-am RKPD dan KUA-PPAS;
c. kesesuaizn nomerklatur prog-arm KUA-PPAS can APBD;
d. kesesuaizn pagu program RKZD dan KUA-PPAS; dan

e. kesesuaizn pagu program KUA-PPAS dan APBD.

Pasal &

Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD sebsgaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mencakup:

a.

Q

penvediaan alokasi anggarzn belanja unzuk fungsi
pendidikzn sebesar 20% (dua puluh persen);

penyediaan alokasi anggaran belanja untuk urusan
kesehatan sebesar 1C% (sepuiuh persen) diluar gaiji;
penyediaan alokasi anggaran delanja untuk infrastruktur
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan
dana trarsfer; dan

penyediaan alokasi anggaran belanja untuk memenuhi
Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketertuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Transparansi pengelclaan ketangan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 hurui ¢ mencakup indikazor:
a. ketepatan waktu; dan
b. keteraksesan
Ketepatan waktu sebagaimana dimaksud pada zvat (0)
huruf a merupakan penguzuran terhadap penyajien
dokumen perencanaan, peleksanaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan daerah oleh Pemerintsh
Daerah melalui Sistern Informasi Pemerintahan Daergh
secara tepat wakta dengan memperhatikan mmesa

penyajiar informasi dokumen peling lama 30 (tige pulunj



e

hari kalender setelah dizetapkan sesuai dengsn
ketentuan peraturan perunda=g-undangan.

(3) Keteraksesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf
b, merupakan pengukuran terhadap penyajian dckumen
perencanaan, pelaksanasan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangsrr daerah vang dapat
diakses etau diundun secara umum dan terbuka untuk
publik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Dasran,

sekurang-kurangrya selama cua tahun anggaran.

Pasal 10
Penyerapan anggaran sebagaimana dimaksud cdalam Pasal 6
huruf d, mencakup indikator wang disesuaikan dengen
struktur anggaran belanja dalam APRD meliputi penyeragar:
a. anggaran belanja operasicnal;
b. anggaran belanja modal;
anggaran belanja tidak terduga. dan

d. anggaran belanja transfer.

Pasal 11
Kondisi keuargan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 huruf e mer.cakup indikator:
a. kemandirian keuangan, »
b. fleksibilitas keuangan;
solvabilitas operasional;

C
d. solvakilitas jangka pendek;

o

solvakilitas jangka panjang; dan

ety

solvabilitas layanan.

Pasal 12
Opini Badan Perneriksa Keuangen atas LKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dlzkukan bercasarkan opini
Badan Pemeriksa Keuangan atas _KPD yang diaucit selama 3

(tiga) tahun terakhir berturut-turut.
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Pasal 13
Untuk daeralr yang masih mehgg;nakarx struktur anggaran
belanja sesual peraturan pertndang-undangan sedelum
berlakunya peraturan pemerirtah tzntang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dimensi penyerapan anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, menggunakan
indikator yang meliput. penyerapar.:

a. anggarar belanja pegawai;

b. anggaran belanja bunga;

c. anggaran belanja suksidi;

d. anggarar belanja hibah,;

e. anggarar belanja partuan sos.al;

f. anggarar belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.
g. anggarar. belanja tidek terduga;

h. anggarar. barang dar jasa; dac

e

anggarar. belanja modal.

BAB IV
PENGUKURAN INDEKS PENGELCLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal i<

Penentuan bonot Dimensi IPKD sebagaimana dimaksud dalem

Pasal 6 c‘itetapkan sebhagal berikut:

a. kesesuaian dokumen perencznaan dan penganggeran
sama dergan 15 (lima belas);

b. pengalckasian anggaran belanja dalam APBD sama
dengan 20 (dua puluh);

C. ransparansi Pengelolaan Ketangan Daerah sama dengan
15 (lima oelas);

d. penyerarzn anggaran sama dengan 20 {dua puluh);

e. kondisi keuangan deerah sama dengan 15 (ime beles);
dan

f. opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKFD sama

dengan 15 (lima belas).
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Pasal 15
Pemeringxatan  hasil | pengukuran IPKD  orovinsi
dilakikan secara nasional. |
Pemeringkatan heasil penguk_ran IPKD kabupaten,kora
dilaktvkan terhacap kabﬁpa’cen /kota dalam regional

masing-masing provinsi.

Pasal 16
Pengukuran IPKD di:akukan dengan menjumlah seiurch
hasil nerkalian masirg-masing bobot dimens: dan indeks
dimer:si.
Ketenzuan lebih lanjut mengenai teknis pengukuran IPKD
Seb&;gaimana dimaksud pada ayat (1}, tercantum dalam
Lamp:ran yang merupakaﬁ bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 17
Has;l pengukuran IFKD sebzgaimana dimaksud calam
Pasal 16,> dikelompokan ©oerdasarkan kemarmpuan
keuar.gar: daerah.
Kemampuan keuangan daerzh sebagaimana dimeksud
pada ayvat (1) meliputi:
a. tnggi;
b. sedang; dan
c. rendah.
Pengelompokan kemampuzan keuangan deerzh
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengen

ketenTuan peraturan perundarg-undangan.

Pasal 18

Hasil pengukuran IPKD sebageaimzana dimaksud daiam Pasal

17 ayar (1) meliputi:

o

b.

cC.

peringkat baik dergan nilai A;
peringkat periu perbaikan dengan nilai B; dan

peringkat sangat perlu perbaizan dengan niiai C.
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Pasal 19

Hasil pengukuran IPKDk:‘k'sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 ayat (1), untuk pemerintah provinsi ditezapkan
setiar takun dengan Keputusan Menteri.

Hasii pengukuran IPKD sebagzimana dimaksud dalam
Pasal 1& ayat (2), untuk pemerintah kabupaten,kota
ditetapkan setiap tahun dengar: Keputusan Gubsrrur.
Gukernur menyampaikan laporar: hasii pemguxuran
IPKD nemerintah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksuc pada ayat (2) kepada Menteri paling lambat

Bular Jui tahun berikutnya.

Pasal 2G

Dalarc  rangka  pemberiaz penghargaan kepadsa

Pemerintah Daerah provins:, daerah kabupaten dan

daeran kota atas pengukurzn IPKD dengan nominasi

peringkat baik, Menteri menetapkan predikat zerbaik
secera nasional.

Predikat Zerbaik secara nasicnai sebagaimana dimaksud

pada aya: (1) meliput::

a. 1 (satu) daerah provins: vang berpredike: zerbaik
untuk masing-masing kategori kemampuan
keuengan daeral: tirnggi, sedang dan rendal:;

b. 1 (satu) daerah kabupaten yang berpred:kat zerbaik
untuk  masing-masing  kategori kemampuan
keusngan daeral: tinggi, sedang dan rendab: can ‘

c. 1 (setu) daerah kota yang berpredikat terbaik untuk
semua kategori kemampuan keuangar daerah
tinggi, sédang dan renda:.

Hasil pengukuran IPKD bagi Pemerintah Daerah

berpredikat terbaik secarz nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), dapat dijadikan dasar dalam
pemberian insentif sesuai dengan ketentuan ceraturan
perundarg-undangar.

Menteri memberikan penghargaan | sebzgaimena

dimaksud pada ayat (1) secara nasional pada Bulan

Agustus setiap tahun.



Pasal 2
(1) Berdasarkan hasil pengukuran IPKD bagi Pemerintzn

Daerah dengan peringkat sangat perlu  perbaizzn

sebagaimana dimaksud dalarr Pasal 18 huru? c, Menteri

menetapkan predixat terburu= secara nasiona..
(2) Predikat terburuk secara nasional sebaga:mana
dimaksud pada ayat 1) melip-ti:

a. 1 (satu) daerah provinsi vang berpredikat terburu
untuk masing-masing kategori kemampusn
keuvangan tinggi. sedang, dan rendah;

b. 1 (séfu) daerah 'k’a‘tﬁ;patén 'yang berpradikat

| erburuk  untuk = masing-masing kategori
kemampuan kevangan tinggi, sedang, dan rendah;
dan ‘ |

c. 1 (satu) daerak kota yang berpredikat terburck
unruk semua ketegori kemampuan keuangan tinggi,

sedang, dan rendah.

BABV
PENDANAAN

| Pasal 22

{1} Pendanaan dalam pengukurar IPKD Pemerintah provinsi
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara. ' ' |

(2} Pendanaen dalam raungka pergukuran IPKD Pemerintan
kabupaten/kota d:bebankan pada APBD provinsi.

(3}  Selain pendanaen sebagaimara dirmaksud pada zvat (1)
dan ayat (2), pendanaan dapst berasal dari sum>Der lan
yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kezntuzn

peraturan perundang-undangsn.

Pasal 223
Pengukuran IPKD untuk pertame xali dilakukan ternadsp
dokumen perencanaan pembangu—an daerah, perganggaran,
pelaksanaan, penyerapan anggarén, laporan hasil

pemeriksaan atas LKPD Tahun 2012,
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BAB VI
KETENTUAN P=NUTUP

Pasal 2«
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada

diundangkan.

tanggal
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Agar setiap orang  mengetzhuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri :n: dengan penempstannya

dalam Berita Negara Republik Indcnesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2020

MENTZRI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2C2C NOMOR 284

Salinan sesuai cergan aslinya
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI CALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 202C

TENTANG PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

TEKNIS PENGUKURAN NDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERKAH

Pengukuran IPKD dapat cilagukan melaui beberapa langkah sebagai berikuz:
A. PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAE
Pengukuran IPKD dilakukan berdasarkan dimensi IPKD dergan “ahapan
sebagai berikut:
1. Kesesuaian Dokumen Perencanaan den Pengamggaran (D.1}
a. kesesuaian nomenklatur program RPIJMDE dan RKPD (D.1.1)

Penilaiarn terhadap kesesuaian prograin RPJME darr RKPD
dilakukan denger. memperhatikan ncmenklatur program yang
tercantum antara cokumen RPJMD dan RKPD. Apabila cemeridazar
program pada masing-masing urusan pemerintazhaa dan porangkal

daerain yang tercantum daiam RPJIMD, dicermati ada Kesesuzcan
dengan nomenklatar program pada masing-macing  urusan
pemerintahan dan perangkat daerah calam RKPD, rake din‘lai
remiliicl kesesuaiar. dan diberikan skor 1. Sebaliknya, epaila
nomenkiatur 'pmgram .pada masing-mesing urusan pemerintakan
dan. pera rw‘"u: caeran yang tercantum deawam RPIMD, dicermat: ticak
memiliki kesesuaan atau  tidak  ditemukan dengan meliaf
nomenklatur program pada masing-masing urusan pemertn farzm
dan perangkat dasrah dalarn RKFD, maka dinitlai tidak memilik!
kesesualan dan diberikarn skor O.

Penentuan sxor kesesuaian antara Program RPIMD dan REKPD

'.l)

adalah dang'm me‘”]unﬂanr{an skor masing-masing program yanag

(f;

esual dan yang tidek sesuai, dan selanj‘;tnya diba‘gi dergan jomiah
50 h run program peda masing-masing tirusan pemeriniahen cao
pera ngkat dacrzlh pada RPIMD atau R¥PD (jumlah total —rogram
vang terbesar). Forrrulasi untulk penentuan s‘kor aantarz jum-ah skor

esesuaian denzan jumlah prozrem tersebut a dalah sebagai heriloat:



7
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e Y Tumlah Skor Kesesuaian
Skor D.i.1 =

Jurilah Program

Contoh simulasi penghitungar skor kssesuaian antara program

RPJMD dan RKPD sebagaimana ditujukar. pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Penentuan Skcr Kesestaian nemenklatur program KPJMD dan KKPD

No | RRJMD | RKPD Penilaian Penentuan Skor
1 | Program A | Program A | Sesual 1 | Jumlah sesuai = ¢
2 f Program B | Program B | Sesuai 1 | Jumlah tidak sesuai = 5
3 | Program C |- tidak sesuai | C | Jumlah Program =9
4 |- Program D | tidak sesuai ! C
5 | Program E | Program E | Sesuai 1 | Skor D.1.1 =
6 |- | Program F tidak sesuai | C mml:ﬁ;:ﬁ’pi;zjm
7 - l Program G | tidak sesuai | C
& | Program H — tidak sesuai | C | _ 'Z':" 0.444
9 | Program I | Program I | Sesuai 1
| Total 4
‘
Keterangan:
1. Program yang dinilai adalah program pada urusan pemer:ntahan
daerah. .
2. Untuk program sesuai diberi nilai 1, dan ticak sesvai diber: niiai C.
b.  kesesuaian nomenkiatur prograrm RKPD can KUA—PPAS (Lo1.2,

Penilaian "terhadap kesesuszian program RKPD dan KUA-PPAS
dilakukan - dengan memperhatikan ncmenklatur program yang
tercantum artars dokumen RKPD dan KUA-PPAS. Apabila
noraenkiatur prograwi pada masing-masing urusan pemer:ntakan
dan perangkat daeran yang -ercantum celam RKPD, dicermati aca
kesesuaiaﬁ dengan nomenklatur program  pads masing-masing
urtisan pemerintalan dan perangkat daereh dalam KUA-ZPAS maxa
dinilai merniiiki kesesuaian dan diberikar skor i. Sebaliknya, epab:ia
nomenkiatur pregram pada masing-masing urisan pemerntaban
dan perangkat daerah yang tercanfum dalam RKPD, dicermati tidak

merniliki  kesesuaian  atau  tdak ditemukan dengan  melihat

i
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nomenklatur program  pada masing-masing urusan pemerirtanan
dan perangkat caeran dalam KUA-PPAS, maka dinilai tidak memiiki
kesesuaian dan diberikan skor O.

Penentuar. skcr kesesuaian antara Program RKPD dan XUA-
PPAS adalak dengar menjumlankan skor masing-masing program
yang sesuai dan vyar:g tidak sesuai, dan selanjutnya dikagi dengan
jumlah seluruh program pada masing-masing urusan pemerinitahan
dan perangkét daerah pada RXPD dar KUA-PPAS (jumien total
program yang terbesar). Formuiasi untuk penentuan skor antara
jumlah skor kesesuaian dengan jumlah program tersebut adaiah
sebagai berikut:

__ Iumlah Kesesuaian Pragram

SkerD 1.2 =

Jumlah Programe

Contoh simulas: pengukuran kesesuaian antara program RKPL dan

KUA-PPAS sebagaimena ditujukan pada takel berikut:

Tabel 1 2

Penentuan Skor Kesesuezian nomenkiatur program RKPD dar: KUA-PPAS

o

No | REPD KUA-PPAS | Penileian Penentuan Skor
f ‘ : z p pi
1 | Program A | Program A | sesuai | - | Jumlah sesuai = S
i
2 | Program B | Program B | sesuai © | Jumlah t:dak sesvei = 4
3 |- | Program C | Tidak sesuai | 0 | Jumilah Program = 2
4 | Program DD | Program D | sesuai T | Skor D.1.p = Jhaviaasesaat |
Jumlah Prcgram |
S | Program E | - | tidak sesuai | O
6 | Program F | Program F | sesuai 1 5 |
= ;7 0.555
7 | Program G ! Program G | sesuai 1
g8 - Program H | tidak sesuai | 2
9 | Programl |- tidak sesuai | 92
Total | 5
1 N
Keterangan:

Program vang dinilei adalah program pada urusan pemerintaban

daerah.

¥

Jntuk program sesuai diberi nilai 1, dan tidak sesuai d:beri n:_ai 0.
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kesesuaian nomenrklatur program KUA-PPAS dan APBD (D.1.3)

Penilaian ternacap kesesuaian program KUA-PFAS dan AP3D
dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program yeng
tercantum antara dokumen KUA-PPAS dan APBD. Apabila
nomenklatur program pada masing-masing ususan pemericttanan
dan perangkat daerah yang tercantum dalam KUA-PPAS, dicermeti
ada kesesuacan dengan nomenklatur prcgrem pada masing-masmng
urusan pemerintahan dan perangkat caerah dalam APBD, meka
dinilai memiliki kesesuaian dan ciberikar skor 1. Sc—:baliknya, apabila
nomenklatur program pada measing-masing urusan pemerirtanan
dan perangkat dzerah yang tercantum dalam KUA-PPAS, d:cermsati
tidak memil’ki kesesuaian atau tidak citemukan dengan melihat
nomenklatur program pada maéing—masing urusan pemerintakan
dan perangkat daerah ‘dalam APBD, mraka dinilai tidak mermiliki
kesesuaian dan diberikan skor 0.

Penentuan skor kesesuaian antera Program KUA-PPAS dan
APBD adalah dengan menjumlankan skor masing-masing progran
yang sesual dan yang tidak sesuai, dar selanjutnya dibagi cengan
jumlah seluruh program pada masing-masing urusan pemerintahan
dan perangkét daerah pada KUA-PPAS can APBD (jumlal: total
program yang <erbesar). Formulasi untik penentuan skcr antara
jumla”ti skor kesesuaian dergan jumiah program tersebut adalah
sebagai berikut:

_ Jum:ah Kesesuaizn Prograrm

Skor D.1.3 =

Jumlah Program

Ccntoh sirnulasi pergukuran kesesuaiar antara program KUA-PPAS

dan APBD sebagaimanra ditujukan pada tzbel berikut:

Tabel 1.3
Penentuan Skor Kesesuaian nomenk atur program KUJA-PPAS dan A-PBD
| No | KUA-PPAS | APBD |  Penilaian Penentuan Skor |
: . ]

1 Program A | Program A 1 Sesuai 1 Jumiah sesuai = ¢
2 | Program B | Program 3 | Sesuai 1 Jumleh tidak sesua. = 4

| . . . ’ ;
3 | Program C |- - i tidak sesuai | 0 Jumlah Program = 9 |
4 ; Program D | Frogram I | Sesuai 1




No | KUA-PPAS | APBD Penilaian Penentuar:. Skor
S |- Program E | tidak sesuai | O Skor D.1.2 =
Program F | Program F | Sesuai ]  -urclah kesesuaian progran
» Jumlah Program
Program G | Program G | Sesusi 1
8 Program H | - i tidak sesuai | O 5
; = —=0.555
)
9 - Program 1 | tidak sesuai
i
Total
Keterangan:
1. Program yang dinilai adalah program pada urusan pemerintahan
daerah.
2.  Untuk program sesuai diberi nilai 1, dan tidzk sesuai diberi nilai O.

d. kesesualan pagu program RKPD dan KUA-PPAS (D.1.4)

Penilaian terhadap kesesuaian jumlzh pagu per prograr: RKFD

dan KUA-PPAS vang dilakukan dengan mmemperhatikan kesesuaian
antara pagu per program yang tercantum antara dokumen RKFD can
KUA-PPAS, kemudian dijumlahkan kesesuaannya setelah dilekuken
scoring. Jumlah scoring kesesuaian pegu program pada masing-
masing urusan pefnerintahan den perangkat daerah yang tercanzam
dalam RXPD dinandingkan dengan KUA-PPAS telah diperciel: maka
dapat diketahui jumlah kesesuaian pagu program.
Apabila jumlah pagu per program antara RKPD dan KUA-PPAS
memiliki kesesuaian maka diberikan skor 1. Sebaliknya, spabia
jumlah pagu per progrém antara RKPD dan KUA-PPAS tidak memiiiki
kesesuaian atau jum.ahnya berbzsda, maka ciberikan skor O.

Penentuan skor kesesuaian antara kesesuaian jumiah paga per
program RKPD dan KUA-PFAS adalah cengan menjumlahzzsn sxor
masing-masing pagu per precgram pada urusan pemerintahan dan
organisasi yang tercantum dalara RKPD dan KUA-PPAS yang sestai
dan yang tidak sesuai, selanjutnya dibagi dengan jumlah seluruh
program péda masirg-masing trusan pemerintahan dan pe:angkat
daerah Apada RKPD) dan KUA-PPAS (jumlah total prograz yeng
terbesar). Formuiasi untuk penientuan skcr kesesuaian pagu program

tersebut adalah sebagai berikut:

Skor D.1.4 = Jumlzak kesesualan sag.
o Jumlah Program




b=t

Contoh simulasi pengukuran Kessesuaiar antara pagu RKPD dan

KUA-PPAS sebagaimena ditujukan pada tape. berikut:

Tabel 1.4
Penentuan Skor Kesesuaian pagu program RXPD dan KUA-PPAS
Program Pagu
No KUA-V KUA- Penentuan Sker
RKPD PPAS RKPD | PPAS
1 Program | Program | RpA | Rp A Sesuai 1 | Jumlah sesusi = 3
A A ' Jumlah ticak sesuai
2 | Program | Progra-n | Rp B | Rp B - | Tidak sesuai 0l=6
B B (kurang dari Jumlah Program =9
| pagu)
3 1- Program |- | Rp C - | Tidak Sesua: 0 | Sker D.1.4 =
C jumlah kesesueian pagu
4 | Program | Program | Rp Dl - Tidak sesuai C jumlah Zrogram
D D (tidak E
dianggarkan; | % = 0.333
5 | Program | - - i Rp E | Tidak sesuai C
E ; (Anggaran
I Baru munculd)
© | Program | Program {RpF :l RpF Sesuai 1
F F | |
7 Prograrm | Program | Rp G : Rp G | Sesuai 1
G G 5
8 Prograsm | - | Rp H | Tidak sesua: 0|
H i (Arggaran Baru
| muncul)
9 | Program |- Rpl - Tidak sesua: 0
1 (ticak |
dianggarkan) ]
| Total | B | S
Keterangan:
1. Pagu yang dinilai adalah pagu program pada urusan pemerintahan dasrzh.
2. Untuk pagu sesuai diberi nilai 1, dan tidak sesuai diberi nilai 0.




kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD (D.1.5)

Penilaian terhedap kesesuaian jumlah pagu per program KUA-

PPAS dan APBD vang dilakukan dengan mempernatikan kesestaian
antara pagu per prcgram yang tercantum antara dokumen KUA-PPAS
dan APBD, kemudiar. dijumlahkan kesestaiannya setelal dilakukan
scoring. Jumlalr scoring kesesuaian pagu program pada masing-
masing urusan pemerintahan dan perangxat daerah yang tercantum
dalam KUA-PPAS dibandingkan dengan APBD telah ciperoleh maka
dapat diketahui jumlzh kesesuaian pagu program.
Apabila jumlah pagu per program antzra KUA-PPAS dan APBD
memiliki kesesuaian maka diberikan skor 1. Sebaliknya, apabila
jumlah pagu per program antera KUA-PPAS dan APBD tidak memiliki
kesesuaian atau juinlafhnya berbeda, maka.d:berﬁkan skor O.

Penentuan skcr kesesuaian antara kesesuaian jumlah pzgu per
program KUA-PPAS dan APBD adalah cengan menjumlahkan skcr
masing-masing pagu per program pada urasan pemerintahan dan
organisasi yang tercanturm dalam KUA-PFAS dan APBD vang sesuai
dan yang tidak sesuai, sclarjutnya dibagi dengan jumlah selurth
program pada measirg-masing ur-usan pemerintahan dan perangkat
daerah pada KUA-FPAS dan APBD (jumlah total program yeng
terbesar). Formuiasi antuk penertuan sker kesesuaiar gagu program

tersebut adalah sebagai berikut:

1

Skor D.1.5 = Jumlah kesesuaian sagu

: Jumilah Program




1
N
O

|

Contch simulasi pengukuran kesesuaian antara pagu KUA-PPAS dan

APBD sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Penentuan Skor Kesesuaian pagu prograin KUA-PPAS dan APBD

Program Pagu
No | KUA- KUA- Penentuan Skor
PPAS APBD PPAS | APBD
1 | Program | Program {RpA |RpA 1 | Jumlah sesuai
A A =3
2 | Program | Program | Rp Rp B | Tidak sesuai 0O |Jumlah tidak
B B | B- sesuai =6
3 | Program |- . Rp - Tidak Sesuai 0 |Jumlah
C | C- Prograr: = <
4 | Program | Program | - Rp D- | Tidak sesuai 0
D D Skor D.1.5 =
5 |- Program |RpE |- Tidek sesuai |0 Jumlah sesua.
E I | Jumlah “rog=am
| ¢ | Program Progré.m IRpF | Rp F Sesuai 1 .
0 F |_ | i = 5=0333
7 i Program | Program |Rp G |Rp G | Sesuai 1
G G
& | Program | - | RpH |- Tidak sesuai 0
| H :
9 - Program | - Ryl Tidek sesuai | O
1 |
i
B Total } 3
Keterangan:

1. Pagu yang dinilai ada_an pagu program pada urusan pemerintahar <zerah.

2. Untuk pagu sesuai dioeri nilai 1, dar: tidak sesuai diberi nilai 0.
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Selanjutnya berdasarkan skor masing-masing indikator di atas, maka hasil pengukuran indeks dimensi kesesuaian
dokumen perencanan dan penganggaran (D.1) dipercleh dengan formulasi sebagai berikut:

Indeks D.1= Skor rata-rata x bebot

Contoh simulasi pengukuran kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana ditujukan pada tabel

berikut:
Tabel 1.6
Pengukuran Indeks Kesesuaian Dokuinen Perencanaan dan Penganggaran
No Indixator - | Skor Skor rata-rata ' Indeks D.1 ]
1 Kesesualarn nomenklatur program | 0.444 =D.1.1+D.1.2+ D.1.3 +D.1.4+ D.1.5 =0.444 x 15
RPJMD dengan RKPD (D.1.1) S5 = 6.66
|2 | Kesesuaian nomenklatur program | 0.555 = 0.444 + 0.555 +0.555+0.333+ 0.333
RKPD dengan KUA-PPAS (D. 1.2} o
3 | Kesesuaian antara  nomenklatur | 0.555
Program KUA-PPAS dan APBD (D.1.3) -0 444
4 . Kesesuaian antara pagu RKPD dan | 0.333
KUA-PPAS (D.1.4)
) Kesesuaian antara pagu KUA-PPAS | 0.333
dan APBD {D.1.5)
Keterangan: a N ) ”
1 Indeks Dimernsi kesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (D.1) adalah skor rata-rata dikali bobot.

2.  Bobot yang diberikan untuk dimensi kesesualan dokumen perencanaan dan penganggaran adalah 15



Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD D.2)

Dimensi Pengalokasian anggaran belanja calam APBD merupakzan

salah satu dimensi yang diukur dalam IPKT. Indikator-indikator yang

terdapat dalam dimensi Pengalokasian anggzren belanja dalam APBD

merupakan beberapa amanat peraturan perundang-undangan (mandaiory

spending). Indikator--ndikator yang digunakan -erdiri dari:

a.

Alokasi jumlah belanja untuk fungsi psrdidikan sekesar minimal

20% dari APBD.

Alokasi jumlah belanja untuk urusan keschatan sekesar mirnimal

10% dari APBD di luar gaji.

Alokasi jumlah belénja untuk infrastruktur yang langsung dalam

alokasi dana transfer sebesar minimal 25% dari Dana Transier

Umum.

Aiokasi belarja untuls memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

Penentuan Sker untuk masing-masing indikator pada <imensi

Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD dilakukan dengzn

cara:

a. Apabila indikator tersebut memesnuhi persyaratan yang
ditetapkan dalam peraturen perundang-undangan diberikan skor
1.

b. Sebaliknya apabila indikator tersebut tidak memeruhi
persyaratan vyang ditetapkan dalam peratu:rar: perundang-

undangan diberikan skor 0.



Contoh simulasi penentuan skor masng-masing indikator »naca
dimensi pengalokasian anggaran bkelanja calam APBD sebagaimanra

ditujukan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Penentuan Skor Indikezor

Dimens: Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

No Indixator Prasyarat | Skcr

1 | Alokasi jumlah belanja untuk fungsi| Memenuhi 1

pendidikan sebesar minimal 20% dari

APBD (D.2.1) Tidak 0
Memenuhi

2 | Alokasi jumlah Eelanja untuk urusan | Memenuhi
kesehatan sebesar minimal 10% dar:

APBD di luar gaji {D.’,Z.,’_),)

' Tidak 0
Memenuhi
3 | Alokasi jumlan belanja untuk | Memenuhi -
infrastruktur yang langsung dalam .
alokasi dana transfer sebesar minima: Tidak ; 0
25% dari Dana Transfer Umum (D.2.3) Memenuhi

4 | Alokasi juntlan beianja untuk memenuh: Memenuhi

b

Standar Pelayanan Minimal (D.2.4)

I Tidak 0

Memenuhi

dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBLZ (D.2) dintung
dengan menium.ahkan skor masirg-masing ndikator dibagi cengen

jumlah indikator, yang ciformulasikan sebagai perikut:

Indeks D.2= Skor rata-rata x bobot



[
4
3

Contoh simulasi Indeks cimensi pengalokasian anggaran belanja dalam

APBD (D.2) sebagaimana citujukan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Indeks Dimens: Pengalokasian Anggaran 3elanja Dalam APBD

Indikator Skor | Sxor rata-rata | Indeks (D.2)
Alokasi jumlah belanja unzuk fungsi | 1 =1+1+1+1 D.2=_-x20
pendidikan sszsbesar minimal 20% 4 =20
dari APBD =1

Alokasi jumlah belanja untuk| 1 l
urusan kesehatan sebesar minimal

10% dari APBD di luar gaji

Alokasi jumlah  belanja untuk|1
infrastruktur yang largsung dalam ' |
alokasi dana transfer sebesar o ]

minimal 25% darli Dans Transfer

Umum

t

Alokasi jumlah kelanja untuk 1

memenuhi Standar Pelayanan

|
Minimal. l

Keterangan:

1. Indeks Dimensi pengalokasian anggaran selanja dalam APBD (D.2)

adalah skor rata-rata dikali bobot.

2. Bobot yang diberikan untuk dimensi pengalokasian anggaran belanja

dalam APBD ada.an 20.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (.3}

Dimensi transparansi pengelclaarn ketangan daerah mencakup indikater:
1) ketepatan waktu; den

2) keteraksesan.

Pengukuran atas ketepatan waktu dan keteraxsesan tersebut ciakukan
terhadap beberaga d::»kim:en yaitu: -

1.  Informasi Ringkasan Dokumen RKPD.

2. Informasi Kebijakan Jmum Anggaran.

3. Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran.

4. Ianformas: Ringkasan Dokumen RKA SKPL.



10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
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Informasi Rirgkasan Dokumen REA FPKD
Informasi Ringkasan Dokumen Rancanga:: Peraturan Daerah tentang
APBD.
Informasi Peraturan Daerah tentang AFBD
Informasi Peraturan Kepala Daereh tentang Penjabaran APBD.
Informasi Rirgkasan DPA SKPD.
Informasi DPA PFRD.
Informasi Realisasi Pendapatan Dzerah.
Informasi Realisasi Belanja Daeran. |
Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah.
Informasi Ringkasan Dokumen Rancangar Perubahan APBD.
Informasi Peraturan Daerah tentang Perubzahan AFBD.
Informas: Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
APBD. |
Informas: Ringkaéan RKA Perubahan.
Informas’ Rencana Umum Pengacaan.
Informas: SK Kepala Daerah tentang Pejanat Pengeloia Keuangzn
Daerah.
Informasi Peraturan Kepala Daergh tentarg Eebijakan Akuntansi.
Informasi Laporan Arus Kas.
Informasi Laporan Realisasi Anggaran Selurch SKPD.
nformasi Laporar. Realisasi Anggaran PPED.
Informasi Neraca.
Informasi CaLK Pemerintah Dacrah.
Informasi Laporar Keuangan BUMD /Peruvsahaan Daeral.
Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunar Pemerirtzh
Daerah.
Informasi Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Informasi Qpini BPK.



Contoh simualast indeks

-G -

Tabel 3.1

Indeks Dimens: Transparansi Pengelolaan Keuangan

dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah (D.3) sebagaimana ditujukan pada tabel berikut:

Indikator
Kefépatafl Waktu Jumlah
No Dokumen B Tanggal o I RW* | BAU* B ~ | Keteraksesan
Tanggal Unggah 1 S/TS* | Nilai
Penetapan (Hari) | (Hari)
1 ) 13 4 5 | 6 '/
1 |Informasi Ringkasan Dokiumen RKPD | 20 Mei 2014 | 13 Juni 2014 | 24 30 s |t |1 1.00
2 | Informasi Kehijakan Umum Xﬁggaran - - 30 TS 0 0 0.00
’_i-% ! Informas!  Ringkasan  Dokumen - - 130 TS ¢ 0 0.00
| | Prioritas dan Plafon Anggaran |
4 |Informasi Ringkasan Dokimen REKA | - - - 30 TS 0 0 0.00
SKPD
5 1 Inforimasi Ringkasan Dokumen RKA |28 November | 11 Juni 2015 195 |30 ITs 0 1 0.50
FPKD 2014
6 |lInformasi Fingkasan Dokumen | - 4 Maret 2015 - 30 T3 0 11 0.50
Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD
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Indikator
Ketepatan Waktu Jumlah
No Dokumen T anggé_f— ; RW* | BAU* Keteraksesan
Tanggal Unggah ; ‘ S/TS* | Nilai
Penetapan (Hari) | (Hari)
1 2 3 4 5 6 7
7 | Informasi Peraturan Daerah tentang | 22 Des 2014 | 4 Maret 2015 71 30 TS O 1 - 0.50
APBD j
'8 " |informasi Peraturan Kepala Daerah | 23 Des 2014 | 4 Maret 2015 71 |30 TS o 1 0.50
tentang Penjabaran APBD
9 informasi Rinskasan DPA SKPD - - ) 30 TS 0 0 0.00
16 | Informasi DPA PPKD I - - 30 TS 0 0 0.00
11 |Informasi  Realisasi  Pendapatan | 31 Des 2015 |7 Juni 2016 159 |30  |TS 0 1 1050
| Daerah
12 | Informast Realisasi Belanja Daerah 31 Des 2015 |7 Juni 2016 155 30 TS 0 1 .50
13 | Informasi = Realisasi  Pemhiayaan | 31 Des 2015 | 7 Juni 2016 159 |30 TS 0 1 0.50
| Daerah
14 | Informasi Ringkasan  Dokumen | - 5 Oktober 2015 |- |30 TS 0 1 0.50
Rancangan Perubahan APBD
15 | Informasi Peraturan Daerah tentang | 19 Okt 2015 | 14 Juli 2017 634 |30 |TS 0 1 0.50

Perubahan APBD
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Informasi Neraca

7 Juni 2016

Indikator
S Ketepatan Waktu Jumlah
No Dokuimien | Tanggal RwW* | BAU* Keteraksesan
Tanggal Unggah S/TS* | Nilai
Penetapan (Hari) | (Hari)
1 2 4 5 6 7
16 | Informasi Peraturan Kepala Daerah | - - - 30 TS 0 O 0.00
tentang Penjabaran Perubahan APBD
17 | Informasi Ringkasan RKA Perubahan | 9 TS‘ﬁrp_:lES S Oktober 2015 | 26 30 s |1 1 1.00
| APDBD ' '
| 18 | Informasi Rencana Umum Pengadaan | 10 Sep-15 10 Oktober 2015 |30 |30 S ] 1 1.00
19 | Informasi SK Kepala Daerah tentang | 2 Des 2014 | 5 April 2016 490 |30 TS 0 1 0.50
Pcjabat Pengelola Keuangan Daerah
20 | Informasi Peraturan Kepala Daerah | 30 Nop 2015 |9 Agustus 2016 1253 30 TS 0 1 0.50
tentang Kebijakan Akuntansi
21 | Informasi Laporan Arus Kas 31 Des 2015 | 7 Juni 2016 159 |30 TS 0 1 0.50
122 | Tnformasi Lapm::a.n Realisasi | 31 Des 2015 | 7 Oktober 2016 | 281 30 TS 0 1 ()“vO o
Anggaran Seluruh SKPD |
23 | Informasi Laporan Realisosi | 31 Des 2015 | 7 Oktober 2016 | 281 | 30 TS 0 1 0.50 |
Anggaran PPKD
24 raca 31 Des 2015 159 |30 TS 0 1 0.50
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[ Indikator
Kete};;tan Waktu Jumlah
No Dokumen ”“i‘gﬁééal - RwW* | BAU* T Keteraksesan
Tanggal Unggah ' S/TS* | Nilai
Penetapan (Hari) | (Hari)
1 2 3 4 S 6 7
25 | Informasi CaLK Pemerintah Daerah | - - - 30 TS 0 o 0.00
26 | Informasi “Laporan - Keuangan | 19 " Februari | - - 30 TS 0 1 0.50
BUMD/, Perusahaan Daeralh 2016
|
%2‘7 Informasi Laporan Akuntabili-tas dan | - o - - T30 TS 0] 0 0.00
{inerja Tahunan Pemerintah Daerah
28 [ Informast Penetapan Perda | 8 agt 2016 2 Februari 2017 | 178 30 TS |0 1 0.50
Pertanggunjawaban Pelaksanaan
APBD
29 | informasi Opini BPK - - - 30 TS 0 0 0.00
[ ToTAL 3 20 11.50
RATA-RATA S o 0.103 | 0.690 0.397 |




Keterangan:

1. Ketepatan waktu penyaiiar. Nilaz . 1 diberikan jika
informasi/doxumen pengeliolaan Keuangar_ caerah yang diukur relah
tersedia atau disajikan dalam situs jaringan -esmi pemerintah daerah
atau Sistem Informesi Pemerintahan Dszerah dalam waktu paling
lama 30 hari setelah ditetapkan, dan nila: O diberikan untuk kondisi
sebaliknya.

a. RW adalah Rentang Waktu (kolom 2- goom 1).

b. BAU adalal Batas Akhir Unggah/Puktiikasi (30 hari).

c. S/TS adalah sesuai/tidak s=suai, dirilai 1 jika RW < BAU, dan
dinilai O jika RW > BAU.

2. Keteraksesan. Nilai 1 diberikan jika informasi/dokumen pengelclaan
keuangan daerah vang diukur telah tersedia untuk diakses atau
diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui situs
jaringan resmi pemerintah daerah atau Sistem Informasi

Pemerintahan Daeral: dan nilai O diberika: untuk kondisi sebalilnyza.

Berdasarkan uraian di atas, meka pengukuran indeks <imensi
transparansi pengelclaan keuangan daerah adalah perkalian skor rate-
rata derigan bobot. Formulasi indeks dimens: transparansi penge.olazn

keuangan daerah {D.3) sebagai berikuz:
Indeks D.3= Skor rata-rate x bobot

Contoh simulasi indeks dimensi transparansi pengeiolaan <xeuangzn

daerah (D.3) sebagaimana ditujukan pada tabe. berikut:

=1.397

Tabel 3.2
[ndeks Dimensi Transparansi Pengelolazn Keuangan Daerah
Indikator Skor Szor rata-rata ; Indeks (D.3) 5
Ketepatan Waktu  3/29 =0.103 =0.103+0.690 D3 =0.397 x |5 1
Ketersediaan i 20729 =0.690 2 | =5955 |
; | i

!




Keterangan: ‘

1. Dimensi transparans: dihitung dengan care mengalikan skcr rate-
rata dengan bobot.

2. Bobot yang diberikan untuk dimensi Iransparansi penge.olaan

keuangan daerah ada_ah 15.

Penyerapan Anggaran (D.4)

Dimensi penyerapar anggaran sebagai suatu kewajibar yang
fundamental dalam pengelolaan keuangan daerali. Penyerapan arggaran
merupakan salah satu tahapan dari siklus APBD yang dimula: dari
perencanaan anggaran, »ersetujuan bersamea, evaluasi anggarar: dan
penetapan, pengawasan dan pertanggungjawakban keuangar. Peryerapan
anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan
realisasinya.

Penentuan skor masing-masing indikator —ntuk dimensi penyerapan
anggaran adalah persentase antara anggaran belanja dengan real:sasinva.
Apabila persentase antara anggaran dan realisesinya menceapai sarta atau
diatas 80% (= 80%) maka skor diberi angka 1. Sebaliknva persentase
anggaran dan realisasinya mencapai kurang dari 0% (< 8C%), maxa skor

diberikan angka O.

Contoh simulasi penentuan skor masing-masirg indikator pada cimensi

penyerapan anggaran (J.4) sebagairmana pada tabel berikut iri:

Tabel 4.1

Penentuan Skor Iind:kator pada Dimensi Penyerapan Anggaran

| No i Indikator Persentase Sker
Penyerapar:

Anggaran

1 Penyeraparn anggaran belanja pegawai | 83,2% - |

2 Penyerapan anggara: belanja bunga E2.7% - |

3 | Penverapan anggaran belanja subsidi | 81,5% -

4 | Penyerapan anggaran belanja hibah &5,3% N

'5 Penyerapan anggaran belanja bantuan | $9,9% 1 \

sosial




(o
(#)
1

No Indikator Persentase S<or
Penyerapan
Anggaran

6 | Penyerapan arggaran belanja bagi| &€,6% -
hasil dan bantuan keuangan

7 | Penyerapan anggaran belanja tidak | 8£,6% -
terduga

8 | Penyerapan anggaran bharang aan jasa | 87,7% 1

9 | Penyerapan anggaran belanja madal 95 5% 1

Penyerapan anggaran dalam APBD adalah skcr rata-rata dikali dengan

bobot. Formulasi indeks d:mensi penyerapan arggaran sebagai berizuz:

Indeks .4= Skor rata-rara x bobot

Contoh simulasi penghitungan indeks dimensi penyerapan zrggaran

dalam APBD (D.4) sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Penentuan Skoer Indikator pada Dimensi Penverapan Anggaren dzlam

belanja bagi hasil dan

bantuan keuangan

Penyerapan  anggaran

oy

APBD
Indikator - Skor | Skor rata-rata Inceks (Z.4)
Penyerapan anggaran 1 | = 1+1+1+1+1+1+3+1+1 A= 1x 20
belanja pegawai | c | =20
Peniyerapan an,ggar'an 1 =1
belanja bunga
Penyerapan anggaran 1
i belanja subsidi
Penyerapan anggaran 1
belanja hibah |
Penyerapaﬁ anggaran 1
belanja bantuan sosial
Penyerapan anggaran ' 1




L

- 36 -

belanja tidak terduga

Penyerapan  anggaran 1

barang dan jasa

Penyerapan  anggaran 1

belanja modal

Keterangan:

1. Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalzam APBD = Skor rata-rata
dikalikan bobot.

2. Bobot yang diberikan untuk dimensi peayverapan anggaran acalah
20.

Kondisi Keuangan Daerah (D.5)

Kondisi Keuangan Daerah adslah kemampuan keuangan suzatu
pemerintah daerah untuk memenuhi kewsajibannya (Kemandirian
Keuangan, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Operasional, Solvabilitas
jangka pendek, Solvabilitas jangka panjang, Zan Solvabilitas Lavana=),
mengantisipasi kejadian tak terduga; dan _ntuk mengeksekusi hzk
keuangannya secara efisien dan efektif.

Indeks dimensi koridisi keuangan daerzh dilinat dari & (enam)
indikator pembentuk kendisi keuangan pemerintah daerah, dengan

formulasi sebaga mana djelaskan dalam tabel Derikut ini:
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Tabel 5.1

IFormulasi Indikator Kondisi Keuangan Daerah

No ‘Indikator Definisi Formula

1. | Kemandirian Keuangarr Kemandirian Eéﬁangan adalah suatu kondisi pemerintah
daerah tidzk rentan terhadap sumber pendanaan di luar Total PAD
kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber total pendapatan
datam negeri maupun luar negeri.

2. | Fleksibilitas Keuangan Fleksihilitas ked(-ngan adalah suatu kondisi pemerintah
daerah dapai meningkatkan sumber daya keuanga: (total pendapatan - DAK)

' untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui (total kewajiban + belanja pegawai)

peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas
utang (debt capacity).

3. | Solvabilitas C)pé;;;;c:nal Solvabilitas  operasional  merupakan a kemampaéh ]

pemerintah  daeralb dalam mernighasilkan pendapatan
untulk memiiapi beban operasional pemerintah selama

periode anggaran.

Total pendapatan LO - pendapatan DAK LO)
total beban LO. :

Solvabilitas

e

endek

Jangka

Solvabilitas jangka pendek menunjukkan

keuangan

kemampuaii pemerintah daerah untuk memenuhi

kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktn

kurang atau sama dengan 12 bulan.

(Kas dan setara kas + Investasi Jk. Pendek)
Kewajiban Lancar
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'No | Indikator Definisi Formula
. Soivabilitas —Sang Solvahilitas jangka pé_r_ljang merupak‘aQ keme{;n‘ﬁuan
Fanjang pemerintah dacrah dalam memenuhi kewajiban jangka Total aset tetap
panjang. kewajiban jangka panjang
6. | Solvabilitas Layanan Solvabilitas layanan_' menunjukkan kemampuan

pemerintah daerah untuk menyediakan dan
| ~ ortalya k o) l -ql:tr 1 3T AT -T.bl'n
it mempertahankan  kualitas pelayanan publik  yang

divutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat.

Total asset tetap

jumlah penduduk
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[

Tata Cara Penilaian:

a.

Menentukan kelompock acuan pemerirniah daerah yang setara
didasarkan atas tipe pemerintahan yaite pemerintah provicsi dan
kabupaten/kote.

Menghitung indeks indikator.

Indeks indikator dihitung rerdasarkan hasil pembagian antara nilai
aktual dan dikurangi nilai minimum dar nilai maksimum dixurangi
nilai minimum. Nilai minimum adalah nilai terendah dari semua caza
yang diobservesi sclama periode pengamatan. Nilai maksimum
adalah nilai aktuel tertinggi dari semua daa yang diobservasi selama
periode pengamatan. Indeks akan memiliz. nilai tertirggi 1 dan nilai

terendah O.

nilat aktual — zilai minimum

Indeks :ndikator = = . " -
eks mndikato {nilai maksimum — nilai minimum)
Menghitung indeks dimensi yang cihitung dengar cara
menjumlahkan semua indeks indikatcr dibagi dengan jumlah

indikator yang membentuk dimensi.
Indeks Indikatoer = (I indikator-1 + I indikarc-2 +...+1 indikator-n} : 11

Menghitung indeks kondisi keuangan pei’:t“—.:-‘fintah daerah.

Indeks kondisi keuangan (IKK) pemerintah daerah adelah rate-rata
tertimbang dari indeks-indeks dimensi. IKK dihitung dengan cara
menjumlahkan seluruh hasil perkalian masing-masing Dobor indeks

dimensi.

™~
-}
T

FCI =

n
Keterangan:
FCi= indeks kondisi xeuangan,
> DI = total indeks diznensi; dan

n = jumah dimeasi.
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Contoh data dan informasi mengenai koncisi keuangan daerah yang
bersumber dari LKPD dan dokumen lair sebagaimana pada tabel

berikut iri:

Tabel 5.2

Data dan Informasi Kondisi Keuergan Dzeral:

No Akun N:lai
1 Kas dar: setara kas 194,378,352,721.59
2 Investasi Jk. Pendek 0
3 Kewajiban Lancar ! .1 Z,934,928.325.24
4 Total Asset Tetap £.478,659,646.379.90
5 | Kewajitan Jk Paniang J
6 Total Kewaiiban 12,934,928_.325.24
7 | Total Pendapatan | 3,899,192,985.313.51
i 8 Pendapatan DAX 6543,207,672.956,00
9 Belanja Pegawa: 707,929,899,6C6.50
10 | Total PAD | ~,673,749,166,521 51 |
| 11 Total Pendapaten LD 3,992,353,232,7&2 41
% 12 | Total Beban 1.O 3,253,208,651,405 02 |
!' 13 | DAK LO ! 643,207,672,956.00
i 14 a Jumlak Penduduk ; 3,627,952

Keterangan:. N

1. Sumber data dan :rnformasi mengenai =xondisi keuangan daerah
diperoieh dari LKPD LRA, neracs, dan LCu:

2. Jumlah penduduk diperoieh dari. dokimen atau lsporan ven

diterbitkan olen Kemendagri.



Contoh simulasi kasil pengukuran masing.masing indikator pada <ond:si

keuangan dalam 1 provinsi

dengan

sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 5.3

menggunakan rumus Cci

atas

Hasii Pengukuran Masing-Masing Indikator “ada Kondis: Keuangan

Dalam 1 Provinsi

No Indikater Rurmus Hasil
1. | Kemandirian | Total PAD / tota.! C.429
keuangan | pendapatan
2. | Fleksibilitas | ftotal pendapatan - |4.517
keuangan DAK) / {tota.
kewajiban + belania
pegawai)
3. | Solvabilitas (Total pendapatan LC | 1.029
operasional i - pendapatan  DAK |
10} / total beban LO. |
4. | Solvabilitas  Jk. | {Kas dan setara kas -] 15.027
Pendek investasi jangka | |
pendek)/  kewajiban | |
lancar |
5. | Solvabilitas Total asse: tefcap ' | 4,478,665,646,375.90C
| jangka panjang kewajiban megi«ia l -
: " panjang [
6. | Solvabilitas otal asse: tetap : 1,234,486.372
% iayanan | j‘um}ah pendudulk ! ;

Selanjuinya, aparila seliuruh provirsi telah dikitung kondisi xeuangzn

dengan menggunakan rumus di atas (Kemandir.an keuangan, Fleksibilitas

keuangan, Solvabilitas operasional, Solvabilitas Jk. Pendek, Solvabilitas

jangia peniang, Solvabilitas layanan), maka dapat ditentukan rasio
. o J E h g

masing-masing provinsi. Rasic tersebut ditvangkan dalam tabel

yang

selanjutnyva diurutkan berdasarkan daerah provinsi yang aken diukar

indeks kondisi kenlanganrya.



Contch

penyajian hasil penghitungan
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rasio Kemandirian kecuangan, Fleksibilitas keuangan,

Solvabilitas

operasional, Solvabilitas Jk. Pendek, Solvabilitas jangka panjang, Solvabilitas layanan untuk 1 provinsi (provinsi

N} berdasarkan sirnulasi pada Tabel 5

provinsi dapat digambarkan pada contoh simulasi tabel berikut:

Tabel 5.4

Penghitungan Rasio masing-masing indikator untuk 158 provinsi

3. Selanjutnya hasil penghitungan rasio masing-masing indikator untuk 15

) I N Solvahilitas L
Kemandirian | Fleksibiittas | Solvabilitas solvabilitas Jangka »
No Provinsi _ Jangka ‘ Solvabilitas Layanan
: Keuangan Keuvangan Operasional Panjang
Pendek

1 Provinsi A 0,167 7.932 1,168 0,808 612,926 2842520,479

2 Frovinsi B 0,475 13,278 4,026 1,202 8848728141283,000 602681,613

3 Provinsi C 0,425 13,831 10,874 2,754 86,236 1 1193059,845

4. Provinsi D 0,448 | 3,217 1c,787 3,226 27845490579767,700 4678524,170

5 Provinsi K 0,363 3,958 1,261 1,199 A3531091973071,370 1257804,226

& Provinsi F 0,387 2,194 1,287 0,031 11135870709793,300 1367000,705

7 Provinsi G | 0,311 2,791 [1,070  [4,006 3464,961 | 1477573,401

8 Provinsi H 0,424 12,888 0,865 ~ 10,390 4150376776460,520 432750,908
9 Provinsi I 0,295 3,660 0,912 1,888 3400008327539,190 2573586,085
10~ | Provinsi J 0,370 3,647 1,180 0,228 726,611 1695019,908
1] Provinsi K 0,686 2,412 1,438 19,199 33926021,704

650,003
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- i . , L _ Solvabilitas ‘ . ]
o ' Kemandirian | Fleksibilitas | Solvabilitas Solvabilitas Jangka »
No Provinsi ' Jangka . Solvabilitas Layanan
Keuangan Keuangan Operasional Panjang
| Pendek
12 Provinsi L 0,615 7,889 0,795 6,984 115496786862380,900 | 354291,965
13 Provinsi M 0,588 4740 11,007 1,413 022862202220507,400 | 642314,185
14 Provinsi N (0,420 4517 11,020 15,027 1 4478669646379,900 1234480,372
15 Provinsi G | 0,634 14,101 | 0,906 1,006 17903,066 496390,505
o Min 10,167 12,194 0,787 0,031 186,236 354291,965
- ”’fﬁ&i&%‘“ '“’ 0,656 17,93 4,02 15,027 | 27819490579767,700 33926021,704
o Keterangan: ) S o o o -
1. Penghitungan rasio untuk provinsi N pada nomor 14 dilakukan menggunakan data pada tabel 5.2
2. - Penghitungan rasic untux 14 provinsi lain disesuaikan dengan menggunakan rumus pada tabel 5.3 yang sumber

- datanys disesuaikan den

Nilai minimum pada tabel 5.4 tersebut

ngan data pada tabel 5

- pada kondisi kcuangan (yang diobservasi selama periode pengamatan).

A

Nilai maksimum pada tabel 5

{yang diobservasi

.4 tersebut di

ma pericde pengamatan).

percieh dari nila

.2 dan data penduduk di daerah yang bersangkutan.

diperclel dari nilai terendah dari data rasio 15 Provinst untuk

setiap indikator

i tertinggi dari data rasio 15 Provinsi untuk sefiap 1nd1kat0r
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Berdasarkan nasil penghitungan rasic 15 Provinsi diatas, maka dapat
dilakukan penghitungan :ndeks rasic provins: pada indikator i dengan

menggunakan rumus:

.. rila: aktual pada penghitungan rasio -nilai minimal padz rasio tersebuz
Indeks Rasio iy = ¢ preepts & £ -

(nilai maksimgl—-nilai minimal)

in= Indikator n
(il= kemandirian &keuangan, i2= flexsibilitas keuangar, &=
solvabilitas operasioral, 14= solvabilitas jk. pendek, i5= solvabilizas

jangka panjang, dan i6= solvabilitas layaran).



- 45 -

.Contoh hasil simulasi penghitungan indeks rasio untuk 15 Provinsi sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 5.5

Penghitungan Indeks Rasio untuk 15 Provinsi

: No % rovins: | Kemandirian | Fleksibilitas Sojvabilitas Solvabilitas Solvabilitas Solvabilitas
: | Keuangan | - Keuangan - Operasional Jangka Pendek | Jangka Panjang Layanan
T ’ Provinsi A 10,000 1,000 0,118 10,652 R 0,000 0,074 T
% TProvinsi B 0,593 0,189 1,000 0,078 10,318 0,007 N
3 | Provinsi C 0,497 0,264 0,027 - 10,182 0,000 o020
"4 | Provinsi 0 16542 0,178 10,000 0213 1,000 0,129 |
'S5 | ProvinsiE 0,379 0,307 0,146 0,098 0,156 0,027
& | ProvinsiF 0,424  |0,000 0,154 0,000 0,400 0,030 ]
7 | Provinst G 0,277  |0,104 - 10,088 ~ |0,265 0,000 0,033
5 Throvinsi 6 "'J"o','?ir% 0,121 0,024 10,008 0,149 0,002
S | Provinsi I 0,246 0,255 To018 0,124 0,12 0,066
10 |ProvinsiJ  |0,392 10,283  |0.121 0,013 . 0,000 0,040
111 | Provinsi X 1,000 {0,043 0,201 10,011 0,000 1,000
12 [ ProvinsilL 10,864 - |0,992 0,003 0,464 0,556 0,000 N
13 | Provinsi M 0,811 10,445 0,096 0,092 0,821 o009
11 | Provinsi N 0506 10403 0,075 - {1,000 0,161 0,026
1o | Provins O 0,900 10332 10,004 10,065 0,000 0,004 B




Keterangan:

1. Untuk menghitung Indeks rasio i1 Provinsi

_(0,429-0,167) _ 0,262
{0,686-0,167) 0,519

= 0506

2. Penghitungan indeks rasio i lainnya dan indeks rasio untuk 14 Prcvinsi

lainnya, mengikuti contch penghitungan indeks rasic Provins: N.

Selanjutnya untuk menghitung IKK Provinsi N diperoleh dari rata-rata

indeks Provinsi N. Sebagaimana contoh simulas: derikut ini:

_0,536+0,405+0,75+1+9,161+0,026 __ 2,173

-
<

Penghitungan IKK Provinsi N = 0,362
Bobot yang diberikan untuk dimensi kondisi keuangan daerah adzlah 15,
maka hasil penghitungan IKK Provinsi N dikali dengan bobot adzlah:

.

KK Frovinsi N x 15= 15 x €.362 = 5,43,

6. Opini BPK (D.6)

Pemberian opini atas LKPD dilakukar cleh BPK sesuai dengan
amanat peraturan perurdang-undangan. Untik memberikan opin: atas
LKPD antara lain harus sesuai dengan standar akuntansi, kecukupan
bukti, sistem pengendalien Vinterna}, dan ketaaran perundang-undangan.
Berdasarkan hasil opini BPK atas LKPD, maxa dalam pengulkurar skor
dimensi opini BPK diperdeh dengan cara: | l
1. Apabila pemerintah daerah mempercleh 2pini WTP secara 3 tahun

terakhir berturut-turut akan diberikan skor .

2.  Apabiia pemerintah daerah memperolel opini WTP secara 2 tahun
(dalam masa 3 ahun terakhir berturut-turut akan diberiker skor
2/3{0,e67).

3. Apabila perherintah dacrah memperoleh opini WTP secara 1 tahun
(dalam masa & tahun terakhir berturus-turut akan diberikan skor
1/3(0,334).

4. Apabila pemerintal: daerah memperolel opini Jdisclaimer dibsrikan
skor O. » |

Contoh: Provinsi N selama 2 tahun terexhir secara berurit-carut

memperolel opini WTP, maka dibzri sker {'ert:ﬂggl yaita 1.

Bobot dimensi opini BPK adalah 18.
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Selanjutnya, untuk menghitung ‘ndeks dimensi opini BPK atas LKPD

adalah skor x bbbot.

Hasil pengukuran indeks dimensi Opini BPK adalah sxor x bobct = 1
x 15 = 15.

7. Indeks Pengelolaan Keuarngan Daerah (IPKD)
Pengukuran IPKD cilaktkan dergan menjurlah selurun hasil indexs
dimensi. Sehingga has:l pengukuren IPKD sebaga:mana tabel berikut ini.
Tabel 7.1
-lasil Pengukuran IPKD
No Dimensi Indeks | Total Indeks PXD
| 1 | Kesesuaian dokumen €.06
perencanaan dan
penganggaraii (1D.1)
i
2 | Pengalokasian  arggaran 20 i
|
belanja dalam APBL (D.2) ;
=D 1+D2+D.3+D.4+D5+D6 |
3 | Transparansi pengelolaan 5.955 ) |
= £.66+20+5.955+20+5.43+15
keuangan (ID.3) |
_| = 73.045 |
4 | Penyerapan anggaran (D.4) 20 |
= T 4 i
{5 1 Kondisi keuarnigan daerah | 5.43
(.5 '
6 | Opini BPK (D.6) 15 |
! ‘ |
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PEMERINGKATAN DAN PENGATEGORIAN BERDASARXAN HASIL
PENGUKURAN IPKLC

Setelah seluruh prowvinsi atac kabupaten/<ota telah diketaku: rilai
IPKD-nya, kemudian disusun dan diranking aerdasarkan nilai IPKD dari
yang tertinggi hingga yang terendah. Tcntoh rekapitulasi hasil

pengukuran IPKD untuk 20 provinsi sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Pemeringkeatan Daerah
NO PROVINS! | IPKD
I Proviﬁsi A 7% 424
2 Provinsi B 7 325:
3 | Provinsi C 178425
4 Provinsi O 172,213
5 Provinsi E 77642
6 Provinsi F 72.732
7 Provinsi C 72.450
8 | Provinsi E | 75621
9 Provinsi | 72.431
10 Provinsi J 7£.235
i 11 Provinsi K 74,123
12 | Provinsi L : 732.943
! 13 | Provinsi M 72.260
14 Provinsi N : 72.G45
P15 Provinsi C 72.150
16 | Provinsi B 72.0.5
17 § Provinsi ¢ 65.323
18 [Provinsi K 6C.786
19 Provinsi & S5L.893
| 20 I Provinsi T 57.786
'MEAN - 72.708

| STDEV |6.544




- 49

Setelah data tersusun p(31'ir;g§katrt‘1}’a, kemudian dihitung niai rata-
rata/nilai tengah iMEAN) dari keseluruhan nilai IPKD dan stardar
deviasi/simpang bakuinya (STDEV). Dari takel di atas dikerahu: MEAN=
72.708, dan STDEV=6.544. ‘

Pengkategoriar. ‘hasil IPKD dilakukar berdasarkan karakter:stis
distribusi normal. IPKD dikategor’kan BAK bila nilai PKD daerah
tersebut lebin besar cari nilai MEAN+(1 x stancar deviasi). Kemudian, nilai
IPKD dikategorikan PERLU PERBAIXAN jika nilai IPKD berada dianzara
nilai MEAN-(1 x standar deviasi) dan I\/IEA_’\I%(l X standar deviasi).
Terakhir, nilai IPKD dika'tégorikan SANGAT PERLU PERBAIKAN bila nilai

IPKD kurang dari MEAN-{1 % standar deviasi).

MEAN+(1 x STDEV)= 72.708+(1 x 6.544)=79.252

dan MEAN-{1 x STDEV)= 72.708-(1 x 6:.5‘—14)=66.1'54.
Berdasarkan hasil simulasi penghitungar: IPKD pada 20 provinsi tersebut
di atas, maka ditentukar. kategori penilaian IPXD sebagaimsna pada tabel

berikut:

~ Tabel 2
Pengkategorian IPKD untuk 20 Provinsi
NO PROVINSI IPKD - T TKATEGORI

1 Provinsi A 1 79.424

2 Provinsi E 79.325 Baik

3 FProvinsi C 78.445

4 Provinsi [ 78.213

5 Provinsi E 77.642

6 Provinsi F | 76.732

7 Frovinsi G 76.450

8 Frovinsi £ | 75.641

9 Provinsi [ 75.431 .
10 | ProvinsiJ 74.235 Perlu |
tw}.—l Provins: K i 74.123 Perbaiican
12 Frovinsi L ; 73.?)4;-3 N

13 . Provinsi LE L 73.560

14 | Provinigi ¥ 7’3.(}45
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NO PROVINSI IFKD KATEGORI
15 Provinsi O 72.150
16 Provinsi P 72.015
17 Provinsi Q 65,323
18 Provinsi R 60.786
19 Provinsi S 59.893 Sangat Perlu
20 Provinsi T 57.786 Perbaikan

Salinan sesuai de=gan aslinya

MENTERI DALAM NECER!
REPUBLIX INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN



